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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian

Penyatuan kembali kedua Korea, yakni Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) merupakan upaya yang telah lama digalakan, baik oleh pihak Korut maupun oleh pihak Korsel, serta oleh pihak-pihak lain yang terkait. Upaya penyatuan inilah yang dalam istilah politiknya disebut dengan “re-unifikasi”.

Korut dan Korsel dulunya merupakan satu negara. Namun, pada saat ini keduanya terpisah dan masing-masing berdiri menjadi pemerintahan sendiri-sendiri. Terpisahnya kedua negara yang sebenarnya bersaudara dan masih memiliki ikatan darah yang sangat dekat tersebut merupakan akibat dari perhelatan politik dan perebutan ruang pengaruh dan ruang kepentingan diantara kekuatan-kekuatan besar dunia di semenanjung tersebut.

Lokasi geografis Korea, sebagai perantara antara satu kerajaan pulau dan dua kerajaan daratan, dianggap sebagai suatu target invasi oleh Jepang, Rusia, dan Cina. Pada masa ekspansi imperialis, letak geografis Korea memainkan suatu peranan penting dalam menentukan statusnya sebagai satu negara yang bebas.
 

Pada tahun 1896, Marsekal Yamagata Aritomo, yang mewakili Jepang pada acara penobatan Czar Nicholas II, mengajukan pembagian semenanjung Korea pada garis lintang 38o. Rusia akan memiliki ruang pengaruh di Utara, sementara Jepang akan mengontrol Selatan. Rencana Yamagata, yang dinamakan  “The Protocol Of Moscow”, ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Rusia, A.B. Lobanov-Rostovsky dan tentunya dengan Yamagata Aritomo salah seorang dari anggota paling berpengaruh dari oligarki Jepang. Namun, kemudian Rusia menolak proposal ini, karena Rusia ingin mengontrol keseluruhan Semenanjung Korea. Tujuan utama Jepang, “suatu jaminan bersama Jepang-Rusia mengenai independensi atau kemerdekaan Korea”, tidak dapat dicapai sehubungan dengan respon negatif dari Rusia.
 Pada tahun 1903, pemerintah Korea mengusulkan zona netral sepanjang garis lintang 38o dengan maksud untuk memisahkan region Rusia dan Jepang agar keduanya tidak berperang. Ketidaksetujuan Tokyo dan St. Petersburg tersebut menyebabkan pecahnya perang Rusia-Jepang pada tahun 1904, dimana pada tahun 1905 Jepang memenangkan perang itu. Lima tahun berikutnya Jepang menganeksasi Korea, dan Jepang melanjutkan dominasinya atas Korea hingga akhir Perang Dunia II, kurun waktu dimana Korea mulai dijadikan sebagai lahan rebutan. Jadi, dominasi kekuasaan Jepang terhadap Korea berlangsung sekitar 40 tahun (1905-1945).

Pada 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 1945, the allied power (Negara-negara Sekutu, Negara-negara yang berperang melawan Jerman, Italia, dan Jepang dalam Perang Dunia II)
, menyelenggarakan Konferensi Postdam. Pada konferensi ini Amerika Serikat (AS) diwakili oleh Harry S. Truman, Inggris diwakili oleh Winston Churchill, dan Uni Soviet oleh Joseph Stalin. Sebelumnya pada 24 juli 1945, para chief of staff dari ketiga negara sekutu ini telah mendiskusikan strategi untuk menginvasi Jepang dibawah komando Sekutu. Mereka juga memutuskan untuk membagi korea dekat garis lintang 38o. Pembagian ini merupakan garis antara pasukan AS dengan Uni Soviet dengan dasar pemikiran agar lebih mudah untuk mempengaruhi penyerahan tentara Jepang pada Sekutu.
 

Pada tahun 1945, Sekutu berjanji akan memberikan kemerdekaan, kebebasan, dan kesatuan pada Korea. Akan tetapi, sesungguhnya janji Sekutu tersebut hanyalah pernyataan kosong belaka, yang diutarakan supaya Korea tenang, sehingga mengurangi tindakan-tindakan perlawanan dari rakyat Korea terhadap kekuatan Sekutu yang menguasai semenanjung itu. Hal itu bisa dicermati  dari kebijakan dua negara super power dikawasan tersebut, dimana ketika AS dan Uni Soviet menetapkan zona okupsi militer sementara, garis lintang 38o tidak hanya menjadi suatu perbatasan antara ruang pengaruh politik antara kedua negara adidaya tersebut, tetapi juga batas pertentangan satu sama lain dalam bidang politik serta dalam sistem sosio-ekonomi di zona yang bersangkutan. Korsel dikembangkan dengan demokrasi ala-Barat dibawah bantuan dan perlindungan AS sedangkan Korut menjadi satelit dibawah pengawasan Uni Soviet.
 Dari hal tersebut terlihat adanya gejala persaingan yang tidak sehat antara kedua negara yang mengelola kawasan tersebut.

Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan pihak Sekutu yang disebut The Allies (Britania, Perancis, Uni Soviet, AS, dan sekutu mereka), dimana mereka mengalahkan pihak poros yang dinamakan Axis (Jerman, Italia, Jepang, serta sekutu mereka) (Spiegel, Steven L, 1995 : 127). Seiring dengan kemenangan Sekutu yang disertai dengan penyerahan Jepang pada Sekutu pada Perang Dunia II tersebut, maka wilayah semenanjung Korea pun diambil alih oleh Sekutu, yang lebih spesifik lagi oleh AS dan Uni Soviet. Pengambilalihan Korea oleh dua Negara ini tidak ditindaklanjuti dengan pembagian kawasan Korea menjadi dua bagian, semakin memperuncing persaingan antara AS dengan Uni Soviet, masing-masing ingin menguasai keseluruhan wilayah Korea dan menganggap dirinyalah yang paling kuasa atas kawasan tersebut menurut perspektif mereka sendiri-sendiri.

Melalui Komisi Bersama AS-Uni soviet, telah ditempuh langkah-langkah untuk menyelesaikan pengurusan Korea secara damai, namun usaha-usaha tersebut gagal membuahkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Langkah berikutnya dari AS adalah mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Korea. Pada 17 September 1947, Robert A. Lovell, Pelaksana Menteri Luar Negeri, membawa permasalahan Korea ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 

Uni Soviet dengan tegas menentang dan menolak pengajuan itu melalui pernyataan juru bicaranya di PBB, Andrei A. Gromyko, yang berargumen bahwa pemindahan negosiasi tentang permasalahan Korea dari Komisi Bersama AS-Uni Soviet ke Majelis Umum PBB merupakan sebuah pelanggaran terhadap Moscow Agreement
, argument yang segera direspon oleh AS dengan pernyataan Duta Besarnya, Warren Austin, bahwa karena sangat minimnya kemajuan dalam Komisi Bersama, tidak ada pilihan selain menghadirkan persoalan Korea ke PBB.

Setelah melalui negosiasi yang panjang, Majelis Umum PBB akhirnya menerima proposal AS pada November 1947, yakni persetujuan untuk mengirimkan Komisi Sementara PBB ke Korea. United Nations Temporary Commission to Korea (UNTCK) dengan tugas menyelanggarakan dan mengawasi pemilihan umum di Korea.
 Akan tetapi, komisi tersebut menghadapi kesulitan besar yang disebabkan oleh penolakan Korut dan Uni Soviet untuk mengakui dan menerima otoritas dari komisi itu untuk melaksanakan pemilihan pada bagian utara Korea. Padahal, pemilihan umum tersebut sebenarnya ditujukan untuk Korea secara keseluruhan, yang berarti juga sebagai upaya re-unifikasi Korea. Akhirnya Majelis Umum melaksanakan pemilihan umum pada 10 Mei 1948, tetapi hanya di Korea bagian selatan. Selanjutnya, UNTCK menginformasikan bahwa Majelis Nasional Korea yang merupakan badan yang absah dari kehendak para pemilih di Korea yang diakes pada komisi.
 Pada 31 Mei 1948, Majelis Nasional memilih Dr. Syngman Rhee sebagai juru bicaranya. Konstitusi baru dihasilkan pada 12 Juli 1948, dan setelah 8 hari, Dr. Rhee dipilih sebagai Presiden Korsel oleh Majelis Nasional.

Sementara pada 8 September 1948, berdiri negara baru, yaitu Korut yang disebut  Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). Mereka mengadopsi konstitusi nasional dan membentuk suatu pemerintahan dengan Kim Il-sung sebagai perdana menteri dari kabinet. Dengan demikian, Korea telah memiliki dua pemerintahan yang terpisah, artinya Korea terpecah menjadi dua negara, dimana masing-masing mengklaim pemerintahannya/negaranya yang memiliki yurisdiksi atas keseluruhan wilayah Korea.

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan dua kekuatan utama dunia pasca Perang Dunia II, yang diistilahkan dengan Perang Dingin, yaitu AS dan Uni Soviet, yang kemudian terpola menjadi persaingan dua blok, Blok Barat dan Blok Timur, dalam berbagai aspek utamanya dalam aspek ideologi politik, maka persaingan kedua negara itu di semenanjung Korea semakin memanas pula, terlebih lagi setelah Korea telah menjadi dua negara.
Hubungan yang semakin memanas diantara kedua belah pihak kemudian berubah menjadi perang, dimana Korut menyerang Korsel pada tanggal 25 Juni 1950. inilah yang dinamakan Perang Korea/Korean War. PBB, sejalan dengan perjanjiannya, membentuk United Nations Command (UNC), dimana 16 negara mengirim pasukan dan bantuan kepada Korsel. Sesuai dengan permohonan Dewan Keamanan PBB, AS memberikan bantuan terbesar terhadap terbentuknya UNC, dan memimpin misi ini.
 
Garis peperangan berpindah-pindah sampai pada akhir musim semi 1951. setelah itu, garis peperangan stabil berada di sebelah utara Seoul dekat garis lintang sejajar 38o. Waupun pembicaraan mengenai gencatan senjata sudah dimulai pada bulan Juli 1952, namun peperangan masih terus berlanjut sampai dengan tahun 1953. pada tanggal 27 Juli 1953, pemimpin pasukan militer Korut, pasukan sukarela Cina, dan UNC menandatangani gencatan senjata pada tahun 1953.

Sampai sekarang, belum ada perjanjian resmi diantara kedua belah pihak untuk menggantikan kesepakatan gencatan senjata tersebut untuk mengakhiri Perang Korea. Hal ini berimplikasi bahwa sampai saat ini pun konflik Korut dengan Korsel masih tetap berlanjut, sebab berdasarkan kaidah hukum internasional, suatu perang harus diakhiri dengan perjanjian resmi, yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sedangkan gencatan senjata hanya merupakan penyelesaian sementara.

Setelah gencatan senjata pada tahun 1953, telah banyak ditempuh upaya dalam rangka menyatukan kembali Korea, dengan kata lain, langkah-langkah re-unifikasi Korea dilakukan, dimana re-unifikasi itu dijalankan melalui berbagai program. Akan tetapi, ada perbedaan pandangan yang mencolok antara Korut dengan Korsel dalam re-unifikasi tersebut. Korut menginginkan penyatuan kembali dengan jalan kekuatan militer (unification by forces), sedangkan Korsel lebih menekankan unifikasi damai (peaceful unification). Akibatnya, Korea yang bersatu belum terwujud sampai saat ini.

Beranjak dari dasar pemikiran re-unifikasi dengan kekuatan militer serta mempersepsikan berbagai ancaman terhadap keamanan nasional negaranya, terutama ancaman-ancaman yang berasal dari luar, khususnya ancaman dari AS, maka Korut mengembangkan sistem persenjataan nuklir, yang dianggap sebagai salah satu modal vital dalam Korut. Adanya pernyataan akan adanya tindakan agresi militer yang dihadapi oleh Korea Utara dan Amerika Serikat telah menciptakan suatu persepsi ancaman bagi Korea Utara yang pada akhirnya dijadikan landasan bagi Korea Utara untuk melakukan program pembangunan senjata nuklir, guna mendapatkan jaminan non agresi dari Amerika Serikat.

Hal inilah yang menjadi satu permasalahan besar dalam hubungan kedua negara yang bertetangga itu, terlebih dalam upaya re-unifikasi Korea. Keputusan awal Pyongyang untuk mengembangkan persenjataan nuklir berasal dari arahan Kim Il-Sung, yang diperkirakan sekitar awal tahun 1960-an dan Korut mendirikan komplek nuklirnya di Yongbyon-kun pada tahun 1964.
 

Pendirian komplek nuklir dan pengembangan persenjataan nuklir Korut mendapat respon keras dari berbagai pihak, dimana sebagian besar mengkritik program tersebut. AS merupakan pihak yang paling kontra terhadap program itu yang juga mendorong verifikasi International Atomic Energy Agency (IAEA) atas proyek raksasa tersebut. Pada 21 Oktober 1994, telah dicapai kesepakatan bersama AS-Korut untuk membekukan reaktor nuklir Korut yang ditandatangani dalam bentuk agreed framework di Geneva, oleh Robert L. Gallucci dan Kang Sok-ju, sebagai utusan dari kedua pemerintah negara yang bersangkutan.
 Korut telah masuk pula menjadi anggota Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), yaitu perjanjian untuk tidak membiakkan persenjataan nuklir.

Re-unifikasi Korea sempat menunjukan kemajuan, terutama pada masa pemerintahan Kim Dae-Jung di Korsel, dengan rumusan kebijakan re-unifikasinya yang disebut Sunshine Policy/Kebijakan Sinar Matahari. Namun, situasi menjadi berubah tatkala pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut (yang sebelumnya telah dibekukan) tersingkap. Pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut diketahui dari pengakuan Korut kepada Asisten Menteri Luar Negeri AS, James A. Kelly pada Oktober 2002.
 

Tanggapan terhadap kapabilitas nuklir Korut sesungguhnya masih merupakan polemik, secara khusus antara AS dan Rusia, dimana AS dengan tegas menyatakan bahwa Korut telah lama mengembangkan program nuklir, sedangkan Rusia masih skeptis tentang kapabilitas nuklir Korut.

 AS yang juga merupakan salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB segera mengajukan agar permasalahan nuklir Korut diselesaikan dalam wadah PBB, hal yang dibantah langsung oleh Korut.
 Korut bahkan mengusir perwakilan dari IAEA yang bermaksud memeriksa reaktor nuklir Korut. Korut juga mengusir utusan dari pemerintahan Korsel yang mencoba melakukan langkah negosiasi dalam rangka menyelesaikan persoalan nuklir Korut secara damai. 

Selanjutnya, Korut mengeluarkan pernyataan resmi pengunduran dirinya dari NPT pada tanggal 10 Januari 2003, yang berlaku efektif tiga bulan kemudian, yakni pada 10 April 2003.
 Penarikan diri Korut dari NPT merupakan babak baru dalam rezim international yang bertujuan untuk menangani persenjataan nuklir tersebut, karena ini adalah saat pertama negara anggota NPT menarik diri dari treaty tersebut. Hal ini semakin mempersulit penyelesaian secara damai sengketa nuklir di semenanjung Korea.

Kondisi tersebut akan berimplikasi atau berpengaruh terhadap re-unifikasi Korea, yang telah lama diupayakan, terutama oleh Korsel. Pengaruh itulah yang akan dieksplorasi dan dijelaskan dalam penelitian ini.

Topik dalam penelitian ini relevan dengan Studi Hubungan International (HI), dimana pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut yang kemudian akan dikaji pengaruhnya terhadap re-unifikasi Korea merupakan bahasan yang melintasi batas negara (Trans Loundries), yang melibatkan berbagai aktor, dengan penekanan pada aktor-aktor negara (state actors). Hal ini sesuai dengan sifat Hubungan International, yaitu studi yang membahas urusan dan persoalan yang melintasi batas negara, baik oleh aktor negara (state actors) maupun aktor-aktor nonnegara (nonstate actors).

Fenomena tersebut menarik perhatian peneliti/penulis untuk meneliti tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut terhadap upaya-upaya re-unifikasi yang telah ditempuh selama ini, yakni dengan tujuan untuk menyatukan kembali Korut dan Korsel yang telah berpisah selama lebih dari setengah abad.

Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan, diputuskan untuk merumuskan  penelitian ini dengan judul:
“Pengaruh Pengaktifan Kembali Reaktor Nuklir Korea Utara Terhadap Re-unifikasi Korea (2002-2004)”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dibuat untuk menggali menuntaskan aspek-aspek masalah yang muncul dari tema terpilih mengenai masalah yang berupa pertanyaan penelitian yang akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan Korea Utara mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya?

2. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan persoalan nuklir tersebut terhadap re-unifikasi Korea?

3. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat re-unifikasi Korea?

1. Pembatasan Masalah

Lingkup penelitian ini adalah mengenai pengembangan reaktor nuklir Korea Utara dan proses Re-unifikasi Korea. Mengingat pengembangan reaktor nuklir tersebut dan juga proses penyatuan kembali Korea Selatan dan Korea Utara sangat luas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup penelitian pada kajian tentang pengaruh pengaktifan kembali reaktor nuklir Korea Utara terhadap Re-unifikasi Korea 2002-2004.

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini terutama dari rentang waktunya, karena itu penulis membatasi permasalahan dengan mengambil batas waktu penelitian dari tahun 2002 hingga tahun 2004. batasan waktu 2002 dipilih karena pada tahun ini muncul polemik tentang pengaktifan kembali reaktor nuklir Korea Utara, sedangkan penetapan batas akhir waktu penelitian berlangsung hingga tahun 2004.

2. Perumusan Masalah

Guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan diatas yang berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka diperlukan perumusan masalah yang menunjukan:

“Bagaimana pengaktifan kembali reaktor nuklir Korea Utara berdampak terhadap Re-unifikasi Korea”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Dari hasil penelitian diatas diharapkan penulis mengetahui penyebab Korea Utara mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya.

2. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan persoalan nuklir tersebut terhadap re-unifikasi Korea.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat re-unifikasi Korea.

4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional.
2. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan komparatif bagi penelitian sejenis, dan aspek-aspek yang belum terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Pengembangan teori yang dapat memperkaya konsep-konsep di dalam Hubungan Ineternasional.
3. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai masalah yang sedang diteliti.

4. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi terhadap kepustakaan di perpustakaan FISIP Universitas Pasundan dan kepada mahasiswa/i yang membutuhkan.
D. Kerangka Teoritis Dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah penelitian dan menunjang landasan berpijak yang kuat maka perlu adanya suatu kerangka pemikiran dalam membantu mengambil hipotesis dan analisa sebagai suatu jawaban sementara untuk masalah yang sedang diteliti. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang pendapat-pendapat dari para pakar Hubungan Internasional yang berguna dalam pengamatan masalah-masalah internasional serta para aktor Hubungan Internasional yang pendapatnya relevan dengan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki sifat ilmiah dan akademis.

Uraian ini dimulai dengan memahami Hubungan Internasional yang meliputi analisis kebijakan atau proses politik antar bangsa dan merupakan fenomena yang sangat menarik ketika interaksi antar anggota masyarakat semakin sering frekuensinya dengan tidak mengenal batas-batas kebangsaan dan negara, baik itu disponsori oleh pemerintah ataupun tidak, membuat Hubungan Internasional semakin kompleks. Situasi, kondisi yang terbentuk, peristiwa serta kejadian yang terjadi adanya hubungan yang saling mempengaruhi  yang bersumber pada interaksi dan transaksi didalam sistem. Dengan demikian sistem, interaksi dan perilaku pada hakekatnya merupakan esensi dari Hubungan Internasional yang dapat dipakai sebagai kerangka acuan bagi substansi Hubungan Internasional diharapkan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Hubungan Internasional. Suwardi Wiriaatmadja dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional, mengemukakan tentang Hubungan Internasional, yaitu:

Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir dari manusia.(1994:36)

Sebagai suatu disiplin ilmu yang sedang tumbuh, ilmu hubungan internasional merupakan ilmu pengetahuan yang didalamnya tercakup antara lain memahami dan mengamati tentang berbagai masalah hubungan internasional tersebut yaitu hubungan antar bangsa, seperti yang dinyatakan oleh Dahlan Nasution dalam bukunya Konsep Politik Internasional, yaitu:

Secara analitik dapat dikatakan bahwa teori hubungan internasional ini menunjukan dua macam teori, yaitu teori tindakan dan teori interaksi yang memperhatikan hubungan antar bangsa. Teori tindakan merupakan bidang teori dari analisis politik luar negeri dan teori interaksi merupakan kajian dari politik internasional.(1983:34)

Dalam rangka mencapai sasaran nilai-nilai yang terdapat didalam negaranya, setiap negara akan berusaha melakukan kegiatan yang berorientasi keluar wilayah dalam rangka hubungan luar negeri dan memerlukan instrumen yang disebut politik internasional. Orientasi keluar wilayah itu bisa berupa respons, tindakan, persepsi, nilai-nilai maupun komitmen negara tersebut terhadap negara lainnya yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi domestik dan internasional. Dahlan Nasution menyatakan pengertian Politik Internasional dalam bukunya Konsep Politik Internasional, yaitu:

Politik internasional merupakan suatu tindakan negara dengan beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara lainnya dan sifatnya lebih ditekankan pada soal-soal politik internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara tersebut.(1983:123)

Negara merupakan bagian dalam sistem internasional, dalam sistem internasional itu suatu negara melakukan komunikasi serta interaksi dengan negara lain. Di dalam interaksi antar negara timbul kerjasama, kerjasama ini dilakukan karena negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maka diperlukan suatu wadah yang dapat mempertemukan kepentingan bersama.
Interaksi yang terjadi itu sendiri tidak selamanya berjalan dengan serasi, sering kali terjadi perbenturan dalam interaksi tersebut karena apa yang menjadi kepentingan suatu pihak ternyata juga menjadi kepentingan bagi pihak lainnya dan kebijakan suatu negara yang bertentangan dengan kebijakan negara lain. Maka terbentuklah konflik antar negara dalam mencapai sasaran yang dianggap menjadi kepentingan bersama. Berkaitan dengan pengertian konflik maka K.J Holsti, dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis memaparkan tentang konflik sebagai berikut:

Konflik yang ...timbul dari perpaduan dari berbagai sebab, seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu. Negara yang terlibat dalam konflik internasional, biasanya menyangkut pemerintah negara-negara. Konflik tersebut umumnya disebabkan pertentangan pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah teritorial, keamanan, semangat, jalur kemudahan menuju daerah pemasaran, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintahan, negara yang tidak bersahabat, mengubah prosedur dalam organisasi PBB dan lain-lain. Dalam usaha mempertahankan atau mencapai tujuan tersebut, tuntutan, tindakan atau keduanya akan berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan negara lainnya.(1992:592)

Sedangkan menurut Dahlan Nasution mengungkapkan definisi Konflik Internasional sebagai berikut:

Konflik internasional merupakan masalah yang tidak dapat didihindarkan dalam politik internasional  sumber dari konflik terletak pada  hubungan antar negara yang dilandasi oleh konsep kepentingan nasional dari masing-masing negara, kepentingan nasional merupakan unsur yang menjadi kebutuhan penting bagi negara, unsur ini mencakup berlangsungnya hidup bangsa, kemerdekaan kebutuhan-kebutuhan keamanan wilayah militer dan kesejahteraan ekonomi.

Permasalahan nuklir Korea Utara menjadi salah satu pertimbangan besar bagi Korea Selatan dalam upaya re-unifikasi Korea. Adapun pengertian mengenai senjata nuklir menurut naskah piagam PBB dalam tentang persenjataan dan pelucutan senjata sebagai berikut:

Suatu senjata yang menghasilkan energi yang sangat besar yang berasal dari reaksi berantai atau penggabungan inti atom, serta berdaya rusak jauh lebih besar daripada senjata konvensional karena menimbulkan gelombang udara dan ledakan, panas, api serta radiasi seketika dengan radiasi susulan atau bisa dikatakan bahwa senjata nuklir adalah senjata yang mengandung prinsip-prinsip penggabungan (fusi) untuk menghancurkan sasaran.(1986:1)

Selain itu definisi senjata nuklir menurut Josef Golbat dan Marek Thee yang dikutif oleh Dian Wirengjurit dalam bukunya Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir, yaitu:

Alat yang mampu melepaskan energi nuklir dengan cara yang tak terkendali dan memiliki sifat yang tepat dan digunakan untuk tujuan perang. Berupa bom, misil, bagian yang berisi bahan peledak, atau senjata yang dapat menghantarkan ledakan yang besar sebagai hasil dari pelepasan energi oleh atom dengan pemecahan, penyatuan atau keduanya.

Berkaitan dengan Korea yang bersatu dalam bingkai penyatuan kembali kedua Korea atau istilah yang lebih akrab dikenal dengan re-unifikasi Korea telah lama menjadi suatu agenda penting dalam kebijakan politik makro, di Korea Selatan begitu pula di Korea Utara. Akan tetapi, Korea Selatanlah yang menunjukkan keseriusan paling tinggi dalam usaha merealisasikan re-unifikasi Korea, meskipun sampai saat ini hal tersebut belum terwujud. Berkaitan dengan pengertian re-unifikasi maka B.N Marbun dalam Kamus Politik menyatakan bahwa Re-unifikasi yaitu : “Penyatuan kembali”.
 

Pemerintah Korea Selatan sendiri menyadari bahwa re-unifikasi itu tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat, namun dalam jangka waktu yang relatif panjang, karena banyak persoalan yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum mewujudkan re-unifikasi menyeluruh antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Re-unifikasi dalam perspektif Seoul adalah re-unifikasi secara damai dan bertahap, dalam artian re-unifikasi yang dilakukan secara perlahan-lahan dengan pertimbangan yang matang. Untuk itu salah satu cara yang ditempuh oleh Korea Selatan adalah meningkatkan intensitas dan kualitas hubungan dengan Korut.
Pengakuan yang mengejutkan oleh Korea Utara tentang pengaktifan kembali program nuklir yang telah dibekukan sebelumnya memperkuat halangan-halangan re-unifikasi Korea. Korea Utara tidak secara langsung menginformasikan bahwa Korea Utara sedang menjalankan program senjata nuklir, seperti yang dikutif dari Koran Kompas Pejabat Korea Utara menyatakan bahwa :

Amerika Serikat bertanggung jawab telah merusak isi perjanjian Genewa 1994. Amerika Serikat telah merusak semua kata dalam perjanjian itu dan telah menggandakannya dengan mengancam Korea Utara dengan senjata nuklir. Selain itu juga, Amerika Serikat telah mengatakan bahwa Korea Utara sebagai bagian dari poros kejahatan dunia bersama Irak dan Iran.

Mengenai pengaktifan kembali program nuklir Korea Utara tersebut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Lou Fintor yang dikutif dalam Koran Media Indonesia menyatakan bahwa:
Tindakan Korea Utara untuk mengaktifkan kembali program nuklirnya telah mengabaikan kecaman masyarakat internasional dan meningkatkan ketegangan dalam krisis nuklir di semenanjung Korea. Hal ini akan meningkatkan ketegangan regional dan mengundang kekhawatiran dunia internasional atas proliterasi nuklir.

Alasan yang dikemukakan pemerintah Korea Utara untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklimya sangat sederhana. Korea Utara menganggap Amerika Serikat melanggar perjanjian tahun 1994 dengan menghentikan bantuan bahan bakar yang sangat diperlukan oleh Korea Utara sehingga perjanjian itu tidak berlaku lagi, dan sekarang Korea Utara bisa kembali membuka reaktor nuklirnya. Selain itu, alasan Korea Utara untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya yang kemudian menjurus ke program pembangunan persenjataan nuklir karena adanya pernyataan akan adanya tindakan agresi militer yang dihadapi oleh Korea Utara dan Amerika Serikat telah menciptakan suatu persepsi ancaman bagi Korea Utara yang pada akhirnya dijadikan landasan bagi Korea Utara untuk melakukan program pembangunan senjata nuklir, guna mendapatkan jaminan non agresi dari Amerika Serikat. Mengenai ancaman tersebut sekertaris pertahanan Amerika Serikat James S.R, menyatakan bahwa :
“Seperti yang telah diketahui bahwa Amerika Serikat telah menempatkan senjata nuklir di Korea Selatan bersama dengan angkatan perangnya dan Amerika Serikat siap menggunakan senjata nuklir dalam menghadapi ancaman dan serangan Korea Utara”
Dengan adanya pernyataan  tersebut Korea Utara mempersepsikan berbagai ancaman terhadap keamanan nasional negaranya, terutama ancaman-ancaman yang berasal dari luar, khususnya ancaman dari AS, maka Korut mengembangkan sistem persenjataan nuklir, yamg dianggap sebagai salah satu modal vital dalam Korut.

Sengketa nuklir Korea Utara sangat mengganggu stabilitas politik dan keamanan di kawasan Korea. Keberadaan program nuklir Korea Utara menjadi ancaman besar bagi keamanan Korea Selatan. Kondisi yang terjadi di Semenanjung Korea sangat paradoksal, dimana ketika Korea Selatan sedang gencar-gencarnya mengupayakan re-unifikasi, pada saat yang bersamaan Pyongyang mengakui program pengayaan uranium yang telah dilakukan secara tersembunyi selama ini. Berkaitan senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara itu, diperkirakan Korea Utara dapat membuat senjata nuklir dalam waktu cepat seperti yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS James Kelly yang dikutif Koran Kompas, yaitu:

Korut dapat menghasilkan uranium. Uranium bisa dikembangkan sebagai bahan bakar untuk senjata nuklir dalam beberapa bulan, bukan beberapa tahun dan di instalasi nuklirnya diperkirakan Korut mampu memproduksi plutonium yang dapat dijadikan bom nuklir pertahunnya. Pengembangan ini lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang.

Program persenjataan nuklir yang sangat diinginkan oleh Pyongyang yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan nasionalnya, ternyata justru mendatangkan rasa ketidaknyamanan bagi Korea Utara. Rasa tidak aman tersebut cukup beralasan karena program yang kemudian ditentang keras oleh AS itu, harus berurusan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) yang selanjutnya diusulkan akan dibawa kedalam agenda Dewan Keamanan PBB. Adapun mengenai pengaktifan kembali reaktor nuklir Korea Utara menurut juru bicara IAEA Mark Gwozdecky yang dikutif dalam Harian Umum Pikiran Rakyat menyatakan bahwa:
Korea Utara telah mencopot garis segel dan peralatan pemantau yang dipasang dilaboratorium Yongbyon dan diberbagai fasilitas nuklir lainnya. Tanpa peralatan pemantau itu, mereka tidak dapat memonitor investarisasi nuklir dan tidak dapat memberikan garansi kalau Korea Utara tidak memproduksi bahan senjata nuklir.

Dalam rangka mencoba mencari jalan keluar dari konflik nuklir tersebut, Korea Selatan memainkan peranan aktif dalam membujuk Korea Utara agar bersedia membekukan reaktor nuklirnya beserta fasilitas yang terkait didalamnya. Pertemuan tingkat tinggi antara Pyongyang dan Kepala Badan Intelejen Pusat Korea Selatan diadakan secara paralel di kedua pusat ibukota guna memprakarsai negosiasi politik. Pembicaraan terus berkembang dan menghasilkan sebuah pernyataan resmi bersama dimana kedua negara setuju untuk berdiam dulu dengan tiga prinsip Re-unifikasi. Isi prinsip tersebut adalah :

1. Kedua Korea setuju untuk melaksanakan upaya re-unifikasi secara independen dan tanpa campur tangan asing.

2. Mementingkan kepentingan nasional disamping perbedaan-perbedaan ideologi dan sistem politik.

3. Menyatukan negara dengan damai tanpa penggunaan angkatan bersenjata.
Komunike tersebut berisi persetujuan yang disusun untuk mengurangi ketegangan dan memupuk saling percaya dengan meminta kedua negara menahan diri untuk saling tidak menjelek-jelekkan pihak lain. Pyongyang berusaha memecahkan masalah militer terlebih dahulu, mengajukan penundaan pembangunan senjata dan penarikan seluruh pasukan asing dari Korea Selatan. Sedangkan Korea Selatan lebih mengutamakan hidup damai berdampingan didasarkan kepada perdamaian dahulu, penyatuan dilakukan nanti. Seoul berusaha mencari solusi sistem politik yang sesuai bagi kedua Korea, tidak adanya campur tangan satu sama lain dalam hubungan internal dan pengajuan kerjasama ekonomi. Presiden Korea Selatan pada waktu itu, Park Chung Hee seperti yang dikutif dalam Koran Media Indonesia menyatakan bahwa:
Pentingnya menjaga perdamaian dengan cara apapun dan mempertegas bahwa masing-masing pihak menahan diri untuk tidak saling menginvasi atau mencampuri urusan satu sama lain dan hidup damai berdampingan didasarkan kepada perdamaian.
 
Adapun mengenai perkembangan re-unifikasi yang dilakukan oleh kedua Korea, Kim Il Sung  mempersefsikan Re-unifikasi sebagai berikut: 
Usaha mengakhiri dominasi dan intervensi asing di Korea Selatan, menciptakan kedaulatan nasional diseluruh negeri dengan mengutamakan hidup damai berdampingan, mempertalikan kembali hubungan yang terpecah dan merealisasikan persatuan negara.
Akan tetapi, tidak banyak kemajuan yang dicapai dalam usaha re-unifikasi tersebut. Selain itu Amerika Serikat sangat agresif menolak keberadaan program nuklir Korea Utara, kemudian berlanjut menjadi sengketa nuklir. Korut merupakan salah satu negara yang dimasukan kedalam kelompok negara-negara nakal (rague state) oleh AS karena kepemilikan dan pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korut.
AS sebagai pihak yang paling kontra terhadap program nuklir Korea Utara itu juga mengancam akan menghentikan pasokan minyak dan segala bentuk bantuan ke Korea Utara manakala program nuklir itu tidak segera dihentikan, suatu kondisi yang sangat berat bagi Korea Utara apabila sanksi itu benar-benar diterapkan. Padahal saat ini juga Korea Utara sedang menghadapi kondisi yang sulit, khususnya dalam perekonomian. Instabilitas politik dan keamanan di kawasan Korea juga akan berimbas pada negara-negara yang secara geografis berdekatan dengan Korea, seperti Cina dan Jepang. Adapun kekhawatiran tentang stabilitas dan keamanan dikawasan Asia Timur mengenai kekuatan nuklir Korea Utara menurut Wakil Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi yang dikutif dalam Koran Kompas menyatakan bahwa:

Program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dan rencana Amerika Serikat untuk membangun sistem pertahanan rudal balistik (Theater Missile Defence) akan memicu terjadinya perlombaan senjata (Arm race) dikawasan Asia Timur, karena masing-masing negara dikawasan itu mulai memperhitungkan kekuatan militer negara lainnya sehingga akan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keamanan dikawasan Asia Timur.

Dengan demikian keamanan dikawasan Asia Timur juga terganggu. Jadi, perselisihan nuklir tersebut berpengaruh besar terhadap keamanan, baik keamanan Korea Utara sendiri sebagai pihak yang berusaha keras mencapai sistem persenjataan nuklir, maupun bagi Korea Selatan yang sedang aktif melakukan langkah-langkah re-unifikasi Korea, bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, bahkan lebih jauh lagi bisa mempengaruhi keamanan internasional. Berkaitan kekhawatiran terhadap kepemilikan senjata nuklir Korea Utara Direktur Jenderal IAEA Mohamed Elbaradei yang dikutif dalam Harian Umum Pikiran Rakyat  menyatakan bahwa:

Dari segi militer, Korea utara memiliki 1,1 juta personel militer, 18 reaktor nuklir, 36 peluncur dan 700 persediaan rudal balistik. Ini merupakan kekuatan yang cukup besar yang dapat menjadi satu ancaman bagi negara-negara lainnya yang menjadi atau yang akan menjadikan Korea Utara sebagai musuhnya.

Kemudian menurut Pemerintah Cina yang dikutif dalam Koran  Media Indonesia menyatakan bahwa:

Kekhawatiran Cina, walaupun kemungkinan terjadinya sangat kecil adalah akan timbul kekacauan dikawasan Asia Timur akibat perang, sebab apabila Amerika Serikat melakukan agresi militer, tentunya Korea Utara akan memberikan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan tidak menutup kemungkinan akan menyerang negara-negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat seperti Korea Selatan dan Jepang.

Motivasi Korea Utara dalam pembangunan senjata misil sepertinya melibatkan suatu strategi multifungsi yang meliputi model keamanan dan ekonomi dikombinasikan dengan satu model negosiasi yang dimaksudkan dalam mengangkat pengaruh negosiasinya dengan AS sebagaimana halnya model integrasi guna mengkonsolidasikan sistem domestik Korea Utara dan dalam mengontrol penduduknya.
Dengan demikian, dengan kepemilikan persenjataan nuklir, Korea Utara memperkirakan akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam perundingan, diplomasi, dan negosiasi dalam menangani permasalahan negaranya, utamanya yang berhubungan dengan kepentingan negara-negara lain. Akan tetapi hal inilah yang menggangu hubungan Korea Utara-Korea Selatan yang berarti juga membawa pengaruh negatif terhadap re-unifikasi Korea. Pengembangan dan pengaktifan kembali reaktor nuklir Korea Utara merupakan halangan besar dalam hubungan kedua Korea, yang berarti juga halangan besar dalam re-unifikasi Korea.
Demikianlah uraian kerangka pemikiran yang dijadikan landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas disusunlah beberapa asumsi untuk memperjelas penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem persenjataan nuklir yang dilakukan Korea Utara sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanannya dari kemungkinan serangan dari negara-negara lain merupakan satu permasalahan besar dalam upaya re-unifikasi Korea.

2. Kemungkinan terwujudnya re-unifikasi Korea akan semakin sulit adalah karena Korea Selatan mempersepsikan program nuklir itu diarahkan bagi pengembangan senjata nuklir, yang merupakan ancaman besar bagi Korea Selatan, yang menyebabkan hubungan kedua negara menjadi semakin tegang. 

2. Hipotesis
Untuk memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yang berlandaskan pada kerangka pemikiran, data dan fakta yang telah diperoleh, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:
"Jika Korea Utara tetap mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya serta mengembangkan program senjata nuklir, maka kemungkinan terwujudnya re-unifikasi Korea akan terhambat karena Korea Selatan merasa terintimidasi."
3. Operasional Tabel dan Indikator
Kemudian untuk membantu didalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi operasional tentang konsep hipotesis diatas, yaitu:

	
	Variabel Dalam Hipotesis

(Teoritis)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(analisis)

	1
	Variabel bebas:

Jika Korut tetap mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya serta mengembangkan program persenjataan nuklir
	1. Kekurangan energi di Korea Utara
2. Pernyataan resmi pengunduran Korut dari Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT).

	1.  Data (fakta dan angka) mengenai kekurangan energi di Korut.
2.  Data (fakta dan angka) mengenai pengunduran Korut dari Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT).


	2
	Variabel terikat:

Maka kemungkinan terwujudnya Re-unifikasi Korea akan semakin sulit
	1. Adanya perbedaan prinsip antara Korut dan Korsel mengenai penyatuan kembali Korea.

2. Kepemilikan persenjataan nuklir Korut
	1.  Data (fakta dan angka) mengenai perbedaan prinsip antara Korut dan Korsel dalam penyatuan kembali Korea.
2.   Data (fakta dan angka) mengenai kepemilikan persenjataan nuklir Korut.


4. Skema Kerangka Toeritis


[image: image1]
E. Metode dan teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis
Tingkat analisa korelasionis, yaitu yang unit eksplanasinya dan unit analisanya pada tingkatan yang sama. Hal ini dikarenakan unit eksplanasi, yakni pengaruh pengaktifan kembali reaktor nuklir Korea Utara mempunyai porsi analisa serta pembahasan yang sama dengan unit analisanya, yakni re-unifikasi Korea.
2. Metode Penelitian
Metode Deskriptif, Yaitu suatu analisis yang bertujuan mengambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang didasarkan atas beberapa kejadian dan masalah yang aktual, kemudian menganalisa untuk menginterprestasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang berlangsung maupun yang diperkirakan dimasa yang akan datang serta menginterprestasikan suatu fenomena akhir yang relevan. Metode ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari masalah yang ingin dipecahkan.

 Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh pengaktifan kembali reaktor nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap penyatuan kembali kedua Korea (Korea Utara dan Korea Selatan).
3. Teknik Pengumpulan Data
Didalam teknik pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan ini, maka peneliti memilih teknik penulisan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang dianggap relevan sebagai kajian penelitian yang tengah kita bahas.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan mengambil lokasi pada beberapa instansi yang dianggap dapat memberikan informasi dan data, serta dapat mendukung terlaksananya penelitian ini, yaitu: 

1. Centre For Strategic and Internasional Studies (CSIS)

Jl Tanah Abang III/23-27, Jakarta 1016.

2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan 

Jl. Lengkong Besar No:68,  Bandung.

3. Perpustakaan Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjajaran  

Jatinangor Bandung.

4. Perpustakaan Pusat Universitas Parahyangan  Bandung.

2. Lamanya Penelitian 

Lamanya penelitian dilaksanakan selama enam bulan terhitung dari bulan April 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005.

3.  Tabel Rencana Penelitian

	No
	Jadwal Kegiatan
	2005

	
	
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus
	September
	Oktober

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
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	3
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Motivasi Korut untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya
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Re-unifikasi Korea sulit terwujud
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